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ABSTRAK

Supetrik, Rudi. 2020. Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga
Perspektif Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian di Kota
Semarang. Skripsi Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing: Benny Sumardiana, S.H., M.H.

Kata Kunci : Model Pembuktian, Kekerasan Psikis, Rumah Tangga,
Efektivitas

Penyelesaian perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga mengacu pada
pembuktian menurut undang - undang secara negatif diamana undang - undang
Nomor 23 Tahun 2004 menjadi payung hukumnya. Rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu (1) Bagaimana analisis yuridis kekerasan psikis dalam rumah
tangga ? (2) Apa hambatan dalam proses pembuktian kekerasan psikis dalam
rumah tangga ? (3) Bagaimana model pembuktian yang digunakan saat ini dalam
perkara kekerasan psikis ?

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pembuktian yang belum
pernah ada sebelumnya sehingga tercipta model pembuktian yang efektif untuk
penanganan perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis
sosiologis dengan menggunakan teori pemidanaan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer, sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan
data dengan studi kepustakaan dan berdasarkan hasil wawancara. Validitas data
menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Berdasarkan analisis yuridis,
intensitas terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga cukup tinggi.
Kekerasan psikis sudah menjadi urusan publik yang termaktub dalam Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta instrumen hukum nasional maupun
internasional, sayangnya aturan yang ada belum dapat mengakomodir secara
maksimal rasa keadilan karena terdapat kelemahan secara subsatansial seperti
makna kekerasan psikis dan ruang lingkup yang terlalu sempit, sanksi pidana yang
terlalu ringan, serta realitas pemahaman aparat penegak hukum yang kurang
mendalam mengenai kekerasan psikis. (2) Terdapat hambatan dalam proses
pembuktian kekerasan psikis dalam hal menghadirkan saksi dalam persidangan.
(3) Model pembuktian yang selama ini diterapkan dalam penanganan perkara
kekerasan psikis di peradilan tidak efektif, Sehingga penulis mengusulkan model
pembuktian yaitu Private Introgation Model dimana model pembuktian ini
memiliki tujuan untuk menciptakan pembuktian yang berkeadilan dengan prinsip
penghormatan terhadap privasi rumah tangga yang mengedepankan aspek
kejiwaan korban.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) Mensosialisasikan Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada semua lapisan, baik itu apartur penegak
hukum maupun masyarakat (2) Pelatihan untuk aparatur penegak hukum yang
menangani kekerasan psikis (3) perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan
model pembuktian kekerasan psikis sehingga dapat menjadi opsi pembuktian.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kelebihan bila
dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, hal tersebut dikarenakan manusia
diciptakan disertai akal, pikiran, perasaan dan kelebihan lainnya sehingga dalam
menjalani kehidupan manusia selalu berusaha untuk mencapai kehidupan yang
lebih baik dengan menggunakan kelebihan yang dimilikinya. Keberadaan manusia
dengan segala kelebihannya tersebut, ternyata tidak mampu membuat manusia
untuk dapat hidup sendiri, namun sebaliknya dalam kehidupannya antara manusia
selalu saling membutuhkan untuk dapat melanjutkan hidup yaitu salah satunya
dengan membentuk keluarga dan membina rumah tangga.

Keluarga dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam
satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah
karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga terdiri dari
ayah, ibu dan anak - anak sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam
masyarakat. (Soerjono, 2004 : 23)

Sebagai unit pergaulan terkecil dalam masyarakat, maka keberadaan
sebuah keluarga sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga aman,
yang dapat menentramkan jiwa. Jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini,
maka jelas bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan dan
ketentarman masyarakat inilah yang dijadikan sebagai modal utama untuk

membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.



Banyak orang berpandangan bahwa dalam keluarga, rumah tangga adalah
tempat terindah dan ternyaman bagi dirinya, sehingga umumnya mereka
menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan keluarga. Sebaliknya,
banyak orang juga menyampaikan bahwa sekalipun keluarga merupakan tempat
terindah dan ternyaman bagi dirinya, namun dalam kenyataanya keluarga sering
kali menjadi wadah bagi munculnya berbagia kasus kekerasan yang menimbulkan
kesengsaraan atau penderitaan, dan itu dilakukan oleh orang - orang terdekat
mereka sendiri yaitu anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya.
Untuk menghindari hal tersebut, maka negara perlu membentuk suatu aturan yang
menjamin kehidupan manusia dalam membina rumah tangga.

Sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak bagi warga negaranya, Undang -
Undang Dasar Tahun 1945 Bab X A telah memerikan jaminan kepada semua
orang untuk membentuk keluarga, khususnya Pasal 28 B Ayat (1) yang
menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dengan membentuk keluraga maka
akan tercipta suatu hubungan yang merupakan ikatan sebagai susunan sistem
dalam masyarakat. Karena pada dasarnya sebuah keluarga merupakan unit atau
sistem terkecil dari suatu negara. (Ilhrom, 2004 : 91)

Selain itu, jaminan dalam membentuk keluarga juga tertuang dalam
Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Lahirnya undang - undang ini, untuk mengatasi berbagai
persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan reaksi dari gejala sosial

yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Dalam undang - undang ini, negara



dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan
pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Untuk itu, Undang - Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan sumber
tertib hukum yang dijadikan sebagai rujukan peraturan perundang - undangan di
bawahnya sebagai acuan dan landasan dalam mengatasi segala problematika
kehidupan kenegaraan dimana Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Secara substansial Pancasila dan UUD 1945 harus bersinergi sebagai jati
diri bangsa dan pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Pembenahan moral,
pembinaan mental, pendalaman spiritual adalah salah satu tindakan untuk
menciptakan tatanan hidup bermasyarakat yang nyaman dan beradab sebagai
salah satu solusi menangani persoalan masyarakat. Semakin banyak masyarakat
mendapatkan manfaat atas hal baru semakin masyarakat itu sendiri pula harus
menyadari fitrahnya sebagai makhluk yang salaing berhubungan satu dengan
lainnya atau dikenal dengan istilah makhluk sosial yang harus saling menghormati
hak dan kewajibannya satu dan lainnya. (Sumardiana, 2016 : 81)

Maka dari itu, sebagai individu yang hudup dalam sebuah keluarga
sebagai bagian dari masyarakat perlu mengedepankan keseimbangan antara hak
dan kewajiban melalui Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi
manusia melalui nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Apabila tidak ada
keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi maka akan timbul konflik karena
pihak - pihak tertentu hanya mengutamakan dan meminta pemenuhan haknya
tanpa menghormati, menghargai dan bertoleransi dalam hubungan keluarga. Bila

ini dibiarkan maka akan muncul ketidakstabilan dan ketidaknyamanan dalam



interaksi sosial. Salah satu contoh yang paling signifikan dalam rumah tangga
adalah terjadinya kekerasan.

Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka
dan menyakiti orang lain. Tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan
penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk
menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. (Chawazi, 2001 : 25)

Lebih lanjut dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat
(1) dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun tidaklah dibenarkan.
Jika melihat jauh kebelakang, persoalan dalam rumah tangga sebenarnya
merupakan hal yang wajar. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik
dan konflik itu sendiri bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Hampir semaua
keluarga pernah mengalami konflik dan yang kemudian menjadi berbeda adalah
bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Apabila masalah
diselesaikan secara baik dan sehat tentu setiap anggota keluarga akan
mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut yaitu menyadari dan
mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga
sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik

akan semakin sering terjadi dalam keluarga yang kemudian berujung pada



kekerasan dalam rumah tangga (Selanjutnya dinsingkat sebagai KDRT) yang
meberikan dampak tidak baik bagi perkembangan keluarga itu sendiri.

Penyelesaian konflik keluarga yang diselesaikan secara tidak baik akan
menimbulkan disfungsi keluarga, yaitu keluarga dapat terpecah. Hal ini apabila
salah satu atau lebih anggota keluarga tidak menjalankan tugas dan fungsinnya
dalam keluarga, ia justru lebih mengedepankan egonya. Hal ini tentu akan
mempengaruhi keutuhan keluarga sebagai sebuah sistem. Keluarga yang
disfungsi, hubungan yang terjalin di dalamnya tidak berjalan dengan harmonis,
seperti fungsi masing - masing anggota keluarga tidak jelas atau ikatan emosi
antara anggota keluarga kurang terjalin dengan baik. (Siswanto, 2007 : 5)

Penyelesaian konflik yang semacam ini, dengan mengedepankan ego
masing - masing pihak, tentu tidak akan menemukan titik temu. Karena pada
dasarnya masalah keluarga harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik,
dimana komunikasi memegang peran yang cukup penting dalam hubungan rumah
tangga. Jika tidak demikian, justru dapat memicu adanya tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Kekerasan dalam rumah tangga
pada Tahun 2019 tercatat terdapat 230 kasus kekerasan dalam rumah tangga baik
itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran ekonomi dimana jumlah
kasus yang tercatat tersebut adalah mereka yang melapor, sedangkan yang tidak
melapor ada kemungkinan lebih dari jumlah itu. Data tersebut menunjukan bahwa

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Semarang masih sangat tinggi.



Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan
anak karena kondisinya lebih lemah, baik secara fisik maupun kejiwaan. Seorang
istri yang menjadi korban lebih memilih diam, karena jika jarus melapor ke polosi
khawatir disebut tak berbakti pada suami. Selain itu, jika suami sampai masuk
penjara, maka dia akan kehilangan tulang punggung keluarga sehingga akan lebih
repot mengurus anak - anak.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial
yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa
pembedaan budaya, agama, suku bangsa dan umur pelaku maupun korbanya.
Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan
terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal dan
terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap
pasangan masing - masing, atau terhadap anak - anak, anggota keluarga yang lain,
dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku
merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi sendi kehidupan rumah tangga
dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercerai
berainya suatu rumah tangga. (Manan, 2008 : 11)

Pada dasarnya, tindak kekerasan yang dialami oleh korban KDRT tidak
semata mata hanya berupa kekerasan fisik, mengingat ada beberapa jenis
kekerasan yang dikenal dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 seperti
kekerasan Psikis, Seksual dan Penelantaran ekonomi. Dari jenis kekerasan
tersebut, kekerasan psikis pada tahun 2019 menempati posisi pertama sebagai
kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dimana jenis

kekerasan ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam



lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim,
yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau
dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.

Kekerasan psikis merupakan suatu tindakan penyiksaan secara verbal
seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunya rasa
percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan
tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat
mengakibatkan korban semakin tergantung pada pelaku meskipun pelakunya telah
membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam
di hati korban.

Terkait dengan bentuk kekerasan psikis ini, terdapat dua aspek yang
menjadi permasalahan dalam upaya penegakan hukumnya yaitu proses
pembuktian dan adanya perbedaan persepsi aparat mengenai alat bukti.

Pertama, berkaitan dengan proses pembuktian kekerasan yang dilakukan
secara psikis. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1)
dijelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakuatan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,
rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dari penjelasan kekerasan psikis yang ada dalam undang - undang,
pembuktian menempati titik sentral dalam penyelesaian perkara tersebut. Dalam
hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkrit, dengan adanya pembuktian
itu, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri
kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang

sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.



Pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah
pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik
yang jelas terlihat kasap mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat
dibuktikan dengan keterangan saksi dan visum et repertum. Sedangkan psikis
adalah jiwa, spiritual dan mental serta batin yang hanya bisa dirasakan sakitnya
oleh korban. (Ariani, 2013 : 32)

Bentuk kekerasan ini cenderung sulit untuk dibuktikan mengingat
kekerasan yang dilakukan bukan dalam bentuk fisik sehingga tidak menimbulkan
bekas adanya kekerasan. Kesulitan dalam pembuktian ini disebabkan karena
Aprat kepolisian yang pertama kali menerima laporan kekerasan psikis pada kasus
KDRT, tidak segera melakukan Visum et Psikiatrikum terhadap korban. Lamanya
rentang waktu antara kejadian dan visum, mengakibatkan hasil visum menjadi
kurang mendukung terhadap proses hukum karena pada saat diperiksa korban
telah pulih secara mental/kejiwaan.

Disamping itu ada kendala lain yaitu kesulitan menghadirkan saksi, karena
aparat penegak hukum selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang
benar-benar melihat terjadinya kekerasan atau tindakan penganiayaan lainnya.
Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya
kekerasan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang
mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.

Pengaturan KDRT sebagai salah satu delik aduan memiliki dampak positif
dan negatif terhadap upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga.
Positifnya adalah agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak

yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau



tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan
dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk
menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Namun negatifnya adalah
apabila perdamaian tersebut justru dilakukan karena adanya tekanan atau
dorongan dari luar diri korban KDRT. Terlebih lagi bagi mereka yang menjadi
korban KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, yang terkadang tidak menyadari
bahwa mereka sebenarnya telah tersakiti secara mental dan kejiwaan. Adanya
pelaporan yang berulang-ulang yang berujung pada perdamaian, seharusnya
disikapi dengan serius oleh aparat penegak hukum.

Yang Kedua, hukum acara mengenai alat bukti, Di dalam UU No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, di jelaskan bahwa
satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, Namun, seringkali
aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya
masih kurang. (Hamzah, 2014 : 14). Padahal hukum pidana indonesia mengenal
asas lex spesialis derogat lex generalis. Selain itu, korban juga selalu kesulitan
ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis. Bagaimana mendefinisikan
kekerasan psikis, apakah dia harus depresi, atau cukup dia mulai gelisah.

Beban yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur
kepercayaan dan juga unsur dipendensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain
merasa adanya tendensi pemilik kekuasaan tersebut, korban juga mengalami
ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib. Dari
sekian kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang tidak

teridentifikasikan atau dilaporkan sebagai korban, sedangkan pada saat yang
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bersamaan para pelaku sering kali lepas dari jeratan hukum yang ada. Dan
kalaupun mendapatkan hukumannya, sangat tidak setimpal dengan apa yang telah
pelaku tindak pidana tersebut lakukan atau perbuat atau dengan kata lain relatif
ringan dari tuntutan seumur hidup mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti terkait
persoalan hukum yang disampaikan dan mengusulkan model pembuktian yang
tepat untuk perkara kekerasan psikis melalui Skripsi yang berjudul “Model
Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian Di Kota Semarang ™.

1.2 Identifikasi Masalah
Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, maka penulis
perlu mengidentifikasikan terhadap masalah yang akan penulis teliti yang
berkaitan dengan judul yang penulis angkat diantaranya sebagai berikut :
1. Konsep kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia.
2. Kekerasan psikis dalam perspektif hukum pidana.
3. Sistem pembuktian yang dikenal dalam tatanan hukum indonesia.
4. Model pembuktian yang ada dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Efektifitas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam menjerat pelaku

tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.
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1.3 Pembatasan Masalah
Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat
mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan
membatasi masalah yang akan di teliti, antara lain :
1. Analisis yuridis pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga
berdasarkan undang - undang.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan
psikis dalam rumah tangga.
3. Model pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga yang digunakan

dalam peradilan saat ini.

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah
diuraikan, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana Analisis yuridis pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga
berdasarkan undang - undang ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana
kekerasan psikis dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana model pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga yang

digunakan saat ini ?
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1.5 Tujuan Penelitian
Suatu penelitian harus menpunyai tujuan yang jelas sehingga dapat
memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya
penelitian ini adalah :
1. Menjelaskan analisis yuridis pembuktian kekerasan psikis dalam rumah
tangga berdasarkan undang - undang.
2. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak
pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.
3. Merancang model pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga yang

lebih efektif untuk penanganan perkara kekerasan psikis.

1.6 Manfaat Penelitian
Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan penulis
diatas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari
penulisan skripsi ini. Manfaat dan kegunaan dari penulisan skripsi ini yang ingin
penulis dapatkan adalah :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan
pembaca mengenai fenomena kekerasan psikis dalam rumah tangga serta
mengetahui faktor faktor penghambat proses pembuktian kekerasan psikis
dalam kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, dengan
adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui model pembuktian yang

digunakan dalam menangani kasus kasus kekerasan psikis dalam rumah
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tangga berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan seberapa
efektif model ini digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi
kususnya bagi para penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hakim maupun
masyarkat pada umumnya terkait dengan problematika pembuktian kekerasan

psikis dalam rumah tangga.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Syadri Adnansyah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Penelitian yang dilakukan oleh Syadri Adnansyah, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, pada tahun 2015 menyelesaikan tugas akhir (skripsi)
berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang
Terjadi di Kora Pare Pare”. Penelitian tersebut mengkaji kegunaan alat bukti di
dalam pembuktian kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar pertimbangan
hakim dalam memutus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, pada proses pembuktiannya
digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan
terdakwa dan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum untuk membuktikan
kesalahan terdakwa. Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses
pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara keterangan saksi,
keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum.
yang kedua, Bahwa ketersediaan alat - alat bukti yang digunakan dalam
membuktikan kesalahan dari terdakwa tindak pidana KDRT sangatlah minim dan
terbatas. Meskipun secara umum masih banyak hambatan - hambatan dalam
proses pembuktian tindak pidana KDRT khususnya dalam persoalan alat bukti,
namun demikian khusus untuk kasus yang diteliti tidak terdapat kendala yang
cukup berarti dalam membuktikan perbuatan terdakwa, hal tersebut dikarenakan

ketersediaan beberapa alat bukti yang saling berkesesuaian.
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Alat - alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi korban. Selain itu di
dukung oleh bukti surat yaitu Visum Et Repertum. Dan juga keterangan terdakwa
yang pada intinya mengakui perbuatannya. Dilihat dari judul penelitian terdapat
persamaan yang diangkat oleh penulis tentang alat bukti yang digunakan dalam
pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Perbedaannya
Syadri Adnansyah hanya membahas mengenai alat bukti yang digunakan dalam
pembuktian sedangkan penulis mencari model pembuktian kekerasan psikis
berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.1.2 Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie H, Jurnal Paguyungan

Penelitian yang dilakukan oleh Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie
Heryanidalam jurnal Paguyungan, Volume 2 No. 1, Tahun 2018. Berjudul
“Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah
Tangga”. Penelitian tersebut mengkaji tentang Pembuktian Tindak Pidana Psikis
dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, proses pembuktian kekerasan psikis
pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan Visum Et
Repertum yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara
pidana sesuai dengan teori pembuktian psikis. Jenis Visum et Repertum yang
digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatri. Hal ini terbukti dari beberapa
putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada
Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan. Selain itu, terdapat rentang
waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum,

sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung pembuktian.
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Dilihat dari judul penelitian terdapat persamaan yang diangkat oleh
penulis tentang kekerasan psikis sebagai objek penelitiannya, selain itu alat bukti
berupa Visum harus ada dalam proses pembuktian. Perbedaannya Dhevid
Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryanidalam hanya membahas mengenai proses
pembuktiannya saja dengan menitik beratkan pada bukti Visum Et Repertum dan
tidak mengkaji apakah proses pembuktian yang sekarang efektif atau tidak.
Sedangkan penulis meneliti efektivitas proses pembuktian dengan memetakan
faktor faktor yang menghambat proses pembuktian dan mencari model
pembuktian kekerasan psikis berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan teori yang berisi tujuan dan alasan bagi
aparatur penegak hukum untuk menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu, dengan
mengguanakan teori pemidanaan dalam penelitian ini, penulis dapat menganalisis
teori yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menjatuhkan
pidana bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga. Teori ini pada
umumnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu teori absolut, teori relatif dan teori
gabungan. Teori absolut adalah teori yang berorientasi pada penjatuhan pidana
saja kemudian teori relatif adalah teori yang berorientasi selain daripada
pemidanaan juga untuk memperbaiki pelaku sedangkan teori gabungan
merupakan teori yang menggabungkan tujuan dari teori absolut dan relatif. Untuk

lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.
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a. Teori Absolut

Teori absolut adalah teori pemidanaan yang dalam menjatuhkan pidana
kepada pelaku, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan pidana seberat mungkin.
Sehingga dalam teori ini lebih mengutamakan penjatuhan pidana bagi seseorang,
sehingga dalam posisi ini maka hakim ditempatkan sebagai corong undang -
undang sehingga hakim hanya menjalankan apa yang diperintah oleh undang -
undang tanpa memperhatikan hal - hal lain seperti aspek kemanusiaan.

E. Y. Kanter dalam (Hikmawati, 1982 : 75) menjelaskan bahwa teori
absolut merupakan teori yang membenarkan pemidanaan karena seseorang telah
melakukan suatu tindak pidana, sehingga menurut teori ini dasar dari penjatuhan
pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahannya. Dalam hal ini jelas bahwa
orientasi pemidanaan yang dianut adalah hanya untuk memidanakan orang karena
tidak melihat akibat pemidanaan bagi si pelaku.

Teori ini bisa diaplikasikan untuk penanganan kasus kekerasan psikis
karena tujuan pemidanaan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 salah
satunya adalah untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Akan
tetapi, jika teori ini diaplikasikan maka hak korban tidak diperhatikan karena teori
absolut menganut keadilan secara retributif yang artinya disini lebih berfokus
pada hak - hak pelaku sesuai dengan pembuktian yang diatur oleh KUHAP.

b. Teori Relatif

Teori relatif adalah teori pemidanaan yang dalam memberikan pemidanaan
adalah untuk merehabilitasi pelaku sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam
masyarakat. Sehingga teori ini cenderung berorientasi pada pencegahan adanya

suatu tindak pidana yang ada dalam masyarakat.
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Priyanto dalam (Warsito, 2018 : 38) menjelaskan pidana harus
dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan dan
orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan, pidana dijatuhkan bukan karena
orang membuat kejahatan melainkan agar orang tersebut tidak melakukan
kejahatan. Sehingga dalam teori ini memiliki dua tujuan yaitu pemidanaan dan
perbaikan pelaku.

Dalam Naskah Rancangan Undang - Undang (RUU) Kitab Undang -
Undang Hukum Pidana Tahun 2019 mengenai tujuan pemidanaan, menyebutkan
bahwa tujuan adanya pemidanaan yaitu :

Pasal 51

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan
pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai
dalam masyarakat; dan

d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
terpidana.

Pasal 52
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dari kutipan pasal tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tersebut, pemidanaan
bertujuan untuk mencegah, memasyarakatkan terpidana yang merupakan aspek
dari rehabilitasi pelaku. Sedangkan menumbuhkan rasa penyesalan dan
menyelesaikan konflik merupakan aspek dari pemidanaan, sehingga dalam hal ini

teori relatif lebih dekat dengan sistem pemidanaan Kita.
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Melihat dari tujuan teori relatif, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana
kekerasan psikis dalam rumah tangga akan sangat bagus apabila menggunakan
teori ini. Karena disini tujuan daripada pemidanaan adalah untuk perbaikan
pelaku. Dengan mengguanakan teori ini maka diharapkan pelaku kekerasan psikis
tidak mengulangi kembali kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatan yang
dilakukannya adalah kesalahan. Pengaplikasian dari teori ini pun harus
menggunakan pendekatan individualisasi, sehingga tidak menyebabkan disparitas
pidana. Sementara itu, teori relatif ini lebih dekat dengan pemidanaan yang
diantut oleh negara Indonesia.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori pemidanaan yang menggabungkan tujuan dari
pemidanaan menurut teori absolut dan teori relatif yakni untuk memidanakan
pelaku kejahatan serta pencegahan terhadap tindak pidana dimana pencegahan
disini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri khas dari teori gabungan ini adalah
menuntut adanya keseimbangan antara pemidanaan dan perbaikan pelaku. Dalam
pemberian  pidana maka disini aparatur penegak  hukum  harus
mempertimbangakan aspek tujuan pemidanaan. Pemidanaan dengan sekaligus
memberikan pendidikan terhadap pelaku bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai
dengan norma hukum yang ada di masyarakat sehingga pelaku merasa bersalah,
meskipun tidak ada jaminan bahwa si pelaku tidak akan mengulangi kesalahannya
tetapi setidaknya si pelaku akan berpikir dua kali ketika hendak melakukan

kejahatan.
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2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Model

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide - ide dalam
bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi
informasi - informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk
mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan
dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi
informasi - informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Jadi model di sini
diartikan sebagai rancangan atau pola mengenai sebuah mekanisme sehingga
menjadi lebih sederhana. (Achmad, 2008 : 1)

2.3.2 Kekerasan Psikis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berasal dari
kata keras yang artinya adalah tidak mengenal belas kasihan atau tidak lemah
lembut. Sedangkan kekerasan berarti sifat (hal) keras dan paksaan.

Sedangkan kata psikis berarti sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan.
Psikis dapat dimaknai dengan dua arti yaitu (a). Kejiwaan, Spiritual, (b).
Intelektual, Mental, Psikologis, Serebal. Dengan demikian secara etimologi,
kekerasan psikis dapat dipahami sebagai segala bentuk serangan atas mental atau
psikologi seseorang baik dengan perkataan atau perbuatan.

Sementara itu, undang - undang PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan
psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan
psikis berat pada seseorang. Dengan pengertian ini, kekerasan psikis menurut

undang - undang lebih dipahami sebagai sejumlah akibat dari kekerasan itu sendiri
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dan bukan bentuk kekerasannya. Demikian halnya pada lembar penjelasan undang
- undang tidak menyebutkan bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai tindak
kekerasan psikis.

Oleh karena itulah, masing - masing pihak menafsirkan secara berbeda
tentang tindak kekerasan psikis tersebut. Salah satunya membagi kekerasan psikis
dengan dua kategori, yakni berat dan ringan. Kekerasan psikis berat berupa
tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan
penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan/
atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan/ atau
ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing - masing dapat
mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal
berikut : gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau
disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuannya berat dan atau menahun,
gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba - tiba
lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri,
gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia
dan atau bentuk psikotik lainnya.

Kekerasan psikis ringan bentuknya berupa tindakan pengendalian,
manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk
pelarangan, pemaksaandan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang
merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan
ekonomis yang masing masingnya bias mengakibatkan penderitaan psikis ringan,
berupa salah satu atau beberapa hal seperti ketakutan dan perasaan terteror, rasa

tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
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bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, gangguan
fungsi tubuh ringan (misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi
medis). (Thesaurus, 2017 : 338)

Faktor - faktor penyebab suami melakukan kekerasan terhadap istri secara
umum disebabkan oleh beberapa hal antara lain pengaruh alkohol/ obat - obatan,
kesehatan mental yang terganggu, stres atau frustasi. Secara sederhana, faktor -
faktor yang menimbulkan tindak kekerasan suami terhadap istri dapat juga
dirumuskan menjadi dua faktor.

Faktor yang pertama, faktor eksternal. Penyebab timbulnya tindak
kekerasan suami terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami istri
dan diskriminasi gender dikalangan masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat,
suami adalah orang yang memiliki kekuasan dan menjadi kepala keluarga.
Artinya, suamilah yang mempunyai otoritas, pembuat keputusan dan memiliki
pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Kedua, faktor internal.
Timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi dan kepribadian suami
sebagai pelaku tindak kekerasan. (Gosita, 1993 : 41)

2.3.3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan
terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat.
Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk
kekerasan termasuk pemukulan, perkosaan bentuk bentuk lain dari penyerangan

seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap tradisional.
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Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada
hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk - bentuk kekerasan ini
menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan
perempuan pada tingkat resiko kesehatan dan meniadakan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar
persamaan.

Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang juga
dikenal dengan istilah dari singkatannya yakni KDRT tidak muncul ke
permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena
terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap
bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena
perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, hal ini
menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya
tidak pernah dapat dilakukan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara kusus dalam
sebuah undang - undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik.
Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga.
Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi
keluarga yang selama ini di tanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat
hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga
atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. Maraknya
kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk
membuat suatu undang - undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa

aman kepada masyarakat. Dengan undang - undang tersebut, diharapkan
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masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
(Hasbianto, 1999 : 90)

Pentingnya keberadaan RUU PKDRT dapat dijelaskan dalam prinsip
hukum yakni berpegang adagium lex priori (hukum atau aturan yang baru
mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan lex spesialis derogate lex
generalis yaitu hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau
aturan yang bersifat umum. (Soetami, 2001 : 23)

Dilihat dari latar belakangnya, RUU PKDRT ini muncul karena undang -
undang yang ada seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak
memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya
dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (istri) dapat
berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum
juga masih sempit. Di tambah lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT
merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada
tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang
- undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh
pemerintah dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui
tahapan pembahasan bersama secara marathon antara dewan dan pemerintah.
Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan undang - undang
tersebut, ditungkan dalam peraturan perundangan yaitu Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga.
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Landasan hukum yang mendasari undang - undang ini adalah UUD 1945
Pasal 28 G. demikian juga beberapa peraturan perundang - undangan yang terkait
erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
serta perubahannya, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan UU
No. 29 Tahun 1999 Tentang HAM. (Soeroso, 2010 : 89)

Disahkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan momen
sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok
masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan
perempuan. Lahirnya undang - undang tersebut merupakan bagian dari penegakan
hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Dengan disahkannya undang - undang tentang PKDRT, ada perubahan
paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.
Kalau selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang
harus juga di lihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam
rumah tangga merupakan tindakan kriminal, namun karena tindakannya terjadi di
wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati - hati, karena
baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

Meskipun Undang - Undang No 23. Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberlakukan sejak tanggal 22 September 2004,
tetapi fakta menunjukan keberadaannya belum banyak diketahui masyarakat.
Bahkan ironisnya, ada aparat kepolisian yang tidak mengetahui bahwa undang -

undang tersebut telah diberlakukan. Di sisi lain aparat juga masih enggan
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memakai undang - undang PKDRT dalam proses pembuatan berita acara
pemeriksaan dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya. Selain itu
adanya anggapan bahwa undang - undang ini merupakan delik aduan masih
menjadi alasan beberapa kalangan kepolisian untuk tidak berperan secara aktif
dalam kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, larangan untuk
melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik publik dimana
tindakan kekerasan tersebut dapat dilaporkan oleh bukan korban.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, selain mengatur mengenai
pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam
rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah
tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak
pidana penganiayaan yang diatur KUHP. Selain itu, undang - undang ini juga
mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar
mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak
awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. (Soeroso, 2010 : 90)

2.3.4 Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis

Hakim dapat memutus terdakwa dalam perkara kekerasan psikis dengan
keyakinannya dan alat bukti yang ada. Baik KUHAP maupun HIR menganut teori
ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang mengandung esensi yaitu
disyaratkan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, terdakwalah yang telah
bersalah melakukannya. (Ariani, 2013 : 34)

Kata sekurang - kurangnya memberikan batasan pada alat bukti minimum

yang harus didatangkan pada saat pembuktian. Sedangkan kata alat bukti yang sah
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memberikan pengertian bahwa hanya alat alat bukti yang diatur oleh undang -
undang yang dapat ditetapkan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pada
semua bentuk tindak pidana.

Dalam hal pembuktian tindak pidana, sudah jelas dibutuhkan barang bukti
yang sah sesuai dengan undang - undang, tetapi untuk tindak pidana kekerasan
psikis dalam rumah tangga tidaklah mudah apalagi akibat yang timbul dari
kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara langsung. Sejak berlakunya Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbagai tindak pidana dengan lokus delikti
rumah tangga terus meningkat, namun tidak banyak yang diproses dalam
peradilan pidana. Banyak perkara yang dilaporkan dan banyak pula yang
diselesaikan karena pelapor mencabut laporannya dan diselesaikan dengan damai.
Hal tersebut disebabkan lemahnya kondisi perempuan sebagai seorang istri yang
sangat bergantung pada suaminya, hal ini adalah rasa ketakutan dan pengendalian
dari suami, setelah kembali berdamai tetap saja istri mengalami ketakutan
tersebut.

Dalam hal pencegahan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama
yang telah diatur dalam Bab V Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat. Pada Pasal 11 Bab tersebut menyatakan
pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah
tangga. Sedangkan penyelenggaraannya terdapat dalam Pasal 13 Bab V UU No.
23 Tahun 2004 vyaitu untuk penyelenggaraan pelayaanan terhadap korban,
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing -
masing dapat melakukan upaya penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor

kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing
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rohani, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program
pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan
memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
Untuk kekerasan psikis dapat dibuktikan, jika kita melihat dari teori

pembuktian tradisional berikut yang menyatakan bahwa :
a) Teori Negatif

Teori ini menegaskan bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana jika
mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh Pasal 294 ayat (1) HIR yang
menyebutkan keharusan adanya keyakinan hakim dan keyakinan tersebut
didasarkan pada alat - alat bukti yang sah.
b) Teori Positif

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan
terdakwa jika terdapat bukti minimum yang diatur oleh undang - undang. Hakim
diwajibkan memutus bersalah atas terdakwa apabila terdapat bukti yang dimaksud
oleh undang - undang. Singkatnya, tidak ada bukti, tidak dihukum, ada bukti harus
dihukum. Teori ini dianut oleh KUHAP, yakni pada Pasal 183 yang menyebutkan
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
diperoleh sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya. Maka hakim dapat memutus terdakwa dalam perkara

kekerasan psikis dengan keyakinannya dan alat bukti yang ada. (Ariani, 2013 : 35)
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2.3.5 Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai
terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan
suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang
itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana
yang dikehendaki. Efektivitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian suatu
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat
dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas hukum dapat dilakukan
dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi :

a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh
suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum untuk
melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat - alat kekuasaan
(kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

b. Dalam masyarakat primitif alat - alat kekuasaan serupa itu kadang - kadang
tidak ada.

c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.
(Koentjaraningrat, 2005 : 305)

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama - tama
harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika
suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran
ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat

terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi
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bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu
sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut
mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi
masyarakat dalam pergaulan hidup.

Ada empat indikator untuk mengukur efektivitas suatu peraturan antara
lain : Pertama, dikembalikan pada hukum itu sendiri. Kedua, para petugas yang
menegakannya. Ketiga, fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Keempat,
warga masyarakat yang terkena peraturan. Faktor pertama, dikembalikan kepada
hukum atau peraturan itu sendiri. (Soekanto 1998 : 47)

Setiap peraturan (undang - undang, peraturan pemerintah dan lain - lain)
harus memenuhi eight principle of legality, antara lain : (1). Harus ada norma atau
kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam masyarakat, (2). Peratuaran yang telah
dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak hanya dalam fiksi hukum bahwa
semua orang dianggap tahu undang - undang sesaat setelah diundangkan, (3).
Rumusan aturan dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran hukum, (4).
Peraturan tidak boleh berlaku surut, sesuai dengan asas yang berlaku universal,
(5). Hukum mengatur hal konkrit dan realistis sehingga mudah dilaksanakan, (6).
Hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya, (7). Hukum harus
konsisten, tidak cepat berubah atau bersifat adhoc. (8). Adanya kecocokan antara

peraturan dengan pelaksanaan sehari hari.
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2.4 Kerangka Berpikir

UUD 1945 Pasal 28 B
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UU Nomor 23 Tahun 2004 Tengang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
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BAB IV

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekerasan psikis
dalam rumah tangga pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. Berdasarkan analisis yuridis kekerasan psikis dalam rumah tangga, Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum dapat mengakomodir secara maksimal
keadilan yang ingin hendak dicapai oleh para pencari keadilan karena terdapat
kelemahan secara subsatansial seperti makna kekerasan psikis dan ruang
lingkup yang terlalu sempit, sanksi pidana yang terlalu ringan, serta realitas
pemahaman aparat penegak hukum yang kurang mendalam mengenai
kekerasan psikis.

2. Hambatan proses pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga yaitu
adanya kesulitan untuk menghadirkan saksi karena kekerasan ini kebanyakan
terjadi dalam ranah personal intim dan di lakukan pada ruang tertutup.
Sedangkan terobosan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang
mengakui satu saksi disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya untuk dapat
membuktiakan bahwa terdakwa bersalah belum bisa diaplikasikan secara
maksimal karena kurangnya sosialisasi di semua kalangan baik itu aparatur

penegak hukum maupun masyarakat.
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3. Model pembuktian yang selama ini diterapkan dalam penanganan perkara
kekerasan psikis di peradilan bisa dibilang tidak efektif, hal tersebut bisa di
lihat mulai dari tahap penyidikan, tahap prapenuntutan dan tahan pemeriksaan
di persidangan yang tidak memperhatikan aspek kejiwaan korban. Sehingga
penulis mengusulkan model pembuktian yaitu Private Introgation Model
dimana model pembuktian ini memiliki tujuan untuk menciptakan pembuktian
yang berkeadilan dengan prinsip penghormatan terhadap privasi rumah tangga

yang mengedepankan aspek kejiwaan korban.

5.2 Saran

1. Kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang tergolong baru dalam
sistem peradilan di Indonesia, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara
komperhensif kepada seluruh kalangan masyarakat utamanya adalah
aparat penegak hukum yang menangani perkara kekerasan psikis dalam
rumah tangga.

2. Perlu peningkatan kualitas, profesionalitas dan kapabilitas para aparatur
penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara kekerasan psikis
dalam rumah tangga melalui pelatihan khusus agar lebih responsif dan
memahami kompleksitas perkara kekerasan psikis.

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai model pembuktian
kekerasan psikis, sehingga dapat tercipta opsi pembuktian yang
berkeadilan dengan harapan penelitian tersebut dapat diaplikasikan
sehingga kedepanya dapat terwujud peradilan yang lebih efektif dan

sederhana sehingga korban kekerasan psikis dapat memperoleh keadilan.
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